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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perkawinan dianggap sah Jika perkawinan itu sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya penetapan dispensasi 

kawin dari Pengadilan Agama dapat dikategorikan atau disebut sebagai 

pernikahan dibawah tangan. Apabila dilihat dalam perspektif Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dibawah tangan dinyatakan sebagai belum 

terjadi perkawinan dan dapat dibatalkan. Apabila dilihat dari aspek yuridis, 

perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai 

kekuatan hukum (No legal Force). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak 

dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada/Never Existed. 

2. Pada kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk mengikuti Hukum Islam 

yaitu ketika anak sudah usia baligh sesuai ketentuan agama, alasan tidak 

mengikuti peraturan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 

terlalu tingginya batasan usia, masyarakat menganggap usia 19 tahun itu terlalu 

lama untuk melaksanakan perkawinan. Tetapi tetap saja hal tersebut tidak dapat 
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menekan secara signifikan terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur, 

peran pemerintah dalam menekan laju pernikahan di bawah umur adalah dengan 

program yang dilakukan oleh BKKBN yaitu melalui program Generasi 

Berencana (GenRe) di sekolah, kampus dan masyarakat melalui pendirian Pusat 

Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, hendaknya bagi calon mempelai, 

agar mempertimbangkan secara matang usia perkawinan, dan yang lebih penting 

adalah masalah kedewasaan dari masing-masing calon mempelai untuk 

Mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Apabila tidak mampu 

untuk permohonan dispensasi dengan alasan biaya maka keluarga masih bisa 

melakukan permohonan dengan upaya prodeo (bebas biaya) yang diberikan dari 

pihak pengadilan.  

2. Kepada Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (P3N), dalam menerima, 

memeriksa dan melaksanakan pencatatan perkawinan agar dilakukan dengan 

mempertimbangkan segala aspek sesuai kepada norma yang berlaku untuk 

mendapat kepastian hukum, serta mengetahui syarat-syarat untuk mengajukan 

permohonan dispensasi agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Disarankan juga kepada Departemen Agama 

untuk mengontrol Lembaga-Lembaga bawahannya agar tetap menjalankan 
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tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan 

sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang. 
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